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1 PP 28 Tahun 2025



Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui PP 28/2025

PIPM

PIPM
PIPM

PIPM

• Penetapan Service Level Agreement 

(SLA) untuk Persyaratan Dasar, 

Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan 

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan 

Usaha (PB UMKU)

• Pengaturan Batas Waktu Proses 

Perbaikan

• Standardisasi Pemeriksaan Dokumen

• Pemberlakuan Fiktif Positif

Simplifikasi Proses

3

Kepastian Perizinan Berusaha Restrukturisasi Regulasi

• Penyederhanaan alur Perizinan

Berusaha dan PB UMKU

• Penghapusan prosedur berlapis dan 

redundasi syarat

• Tahapan Perizinan yang sistematis

• Harmonisasi nomenklatur sektor

• Konsolidasi pengaturan lebih sistematis 

dengan penambahan dan 

penyempurnaan lampiran

Memastikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan mendorong 

transparansi dan akuntabilitas birokrasi

PP 28/2025 disusun untuk menjawab tiga tantangan utama:



PP 5/2021 PP 28/2025

NSPK PB dan PB UMKU Sektor KP Dalam PP 28 Tahun 2025



1. 10211 (Industri Penggaraman Pengeringan Ikan)
2. 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan ikan)
3. 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
4. 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
5. 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan)
6. 10291 (Industri Penggaraman Pengeringan Biota 

Air Lainnya)
7. 10292 (Industri pengasapan/pemanggangan 

biota air lainnya)
8. 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
9. 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
10. 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air 

Lainnya)
11. 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)

PB Kegiatan Pengolahan 
Hasil Kelautan dan Perikanan

1. 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
2. 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di 

Perairan Darat)
3. 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)
4. 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
5. 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)
6. 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
7. 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los 

Pasar Komoditi Hasil Perikanan)
8. 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los 

Pasar Daging, Olahan dan Ikan Olahan)
9. 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los 

Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan 
Ikan)

PB Kegiatan Pemasaran 
Hasil Kelautan dan Perikanan

KBLI Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP



2 Mekanisme Pelayanan PB 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP



Alur Penerbitan Perizinan Berusaha di OSS versi PP 28

Buka Menu Kelola 

Kegiatan

Verifikasi 

Persyaratan 

Dasar

2. Proses Persyaratan Dasar Tata Ruang

Persyaratan Dasar 
Terverifikasi

Isi Data Investasi 

& Nilai Penjualan 

Tahunan 

Isi Data 

Kegiatan 

Usaha

Klik Lanjut

Buka Menu 

Tambah Lokasi

1. Proses Abstraksi Lokasi

Upload file 
SHP

Pilih 

didalam/diluar 

Kawasan

Isi Detil 
Alamat Usaha

Pilih Matra 

Darat/Hutan/

Laut

Simpan 
Abstraksi Lokasi

Pilih Abstraksi
Isi Detil Kegiatan 

(KBLI & Ruang 

Lingkup)

Isi Data 

Bangunan

Pemenuhan 

Persyaratan 

Persyaratan 

Dasar

Isi Data Tenaga 
Kerja Disabilitas

Validasi Risiko

Isi Data Tenaga 
Kerja WNI/WNA

Pilih Sumber 

Dana

Penapisan 

Lingkungan di 

Amdalnet

Pernyataan 

Mandiri

Pemenuhan 

Persyaratan Perizinan 

Berusaha

NIB/SS/ZIN Terbit Perizinan Tunggal



Daftar Panduan 

Dapat dilakukan dengan mengklik menu “Panduan” dengan keyword “Pengajuan Perizinan Berusaha”



Daftar Panduan 

Pengajuan Perizinan 
Berusaha Skala Mikro 

Rendah

Pengajuan Perizinan 
Berusaha Risiko R MR

Panduan Perizinan 
Berusaha Risiko MT T

Atau dapat mengambil foto gambar QR ini untuk selanjutnya di scan



Mekanisme Pelayanan
Perijinan Berusaha Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP

Mulai Mendaftar hak akses 

pada oss.go.id 

Mengajukan 

permohonan 

perijinan berusaha 

pada oss.go.id 

Melengkapi 

persyaratan Izin Dasar 

(PKKPR, persetujuan 

lingkungan, PBG DLL) 

Sertifikat Standar 

terbit dengan status 

“Belum Terverifikasi”

Persetujuan melalui surat 

keterangan Dirjen PDS dan 

Notifikasi disetujui/kurang 

lengkap/ditolak melalui OSS RBA 

Notifikasi perbaikan hasil 

verifikasi tim dan notifikasi 

tindak lanjut persetujuan 

melalui OSS RBA

Sertifikat Standar  

Telah Terverifikasi 

terbit

Verifikasi pemenuhan persyaratan  

rencana kegiatan usaha oleh 

Kementerian (Ditjen PDS) untuk PMA 

dan Pemerintah Daerah untuk PMDN

Pelaku Usaha melengkapi 

dokumen pemenuhan 

persyaratan rencana 

kegiatan usaha

Tim Verifikasi yang terdiri dari 
Eselon II lingkup Ditjen PDS, 

Pusdatin dan BPPMHKP

Pelaku Usaha
Pelaku Usaha

Notifikasi perbaikan kepada 
pelaku usaha

Notifikasi perbaikan oleh 
pelaku usaha

Jangka waktu penerbitan:

- 3 hari kerja untuk PMA 

- 5 hari kerja untuk PMDN  

“Jika dokumen lengkap dan benar”
Admin Persetujuan Admin Verifikator

Pelaku Usaha Pelaku Usaha
Pelaku Usaha



Tim Verifikasi Pelayanan PB Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2026



3 Kewajiban Pelaku Usaha



Kewajiban Pelaku Usaha untuk KBLI Kegiatan Pengolahan

• Skala Usaha Menengah dan Besar

• Skala Usaha Mikro dan Kecil 1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha 
terbit;

2.Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; 
dan

3.Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling 
sedikit meliputi:
• jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang 

digunakan;
• perkembangan omzet dan aset;
• penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, 

status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta 
jumlah hari kerja tenaga kerja;

• asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha;
• jenis dan volume bahan baku; dan
• jenis dan volume produk yang dihasilkan.

4.Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

1.Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun 
setelah perizinan berusaha terbit;

2.Memiliki Sertifikat Penerapan 
PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; dan

3.Melaporankan kegiatan usaha setiap 6 
(enam) bulan sekali.

• Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan 
usaha pengolahan



Kewajiban Pelaku Usaha untuk KBLI Kegiatan Pemasaran

• Skala Usaha Menengah dan Besar KBLI Pemasaran• Skala Usaha Mikro dan Kecil KBLI Pemasaran

1. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan 46324 (Perdagangan 
Besar Hasil Olahan Perikanan)
• Memiliki sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun 

setelah perizinan berusaha terbit;
• Memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor;
• Melaporakan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit 

memuat: jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; perkembangan 
omzet dan aset: penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga 
kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja, serta jumlah 
hari kerja tenaga kerja; 

• Asal bahan baku berasal dari kapal penangkapa ikan yang telah memiliki 
Sertfikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang dipersyaratkan oleh 
negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri.

• Melaporkan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan)

• Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali
3. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)

• Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan 
higienis;

• Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lama 2 (dua) tahun 
setelah Perizinan Berusaha terbit.

• Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali

1. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil 
Perikanan) dan 47753 (Perdagangan Eceran 
Ikan Hias)
• Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 

(enam) bulan sekali; dan
• Menerapkan sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan; dan
• Menerapkan cara distribusi ikan yang 

baik.
2. KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima 

dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan), 
47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan 
Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan), 
47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan 
Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan 
Pakan Ikan)
• Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 

(enam) bulan sekali.

• Sarana yang di penuhi sesuai dengan 
kegiatan usaha pemasaran



Kewajiban Pelaku Usaha untuk KBLI Kegiatan Pemasaran

• Skala Usaha Menengah dan Besar KBLI Jasa 
Pasca Panen

• Skala Usaha Mikro dan Kecil KBLI Jasa Pasca Panen 

1.Memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling 
lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan; dan

2.Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan 
sekali meliputi:
• jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
• perkembangan omzet dan aset;
• penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal 

tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis 
kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja 
tenaga kerja; dan

• wilayah distribusi dan mitra usaha.

1.Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan 
hasil perikanan;

2.Menerapkan cara distribusi ikan yang baik; dan
3.Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan 

sekali.

• Sarana yang di penuhi sesuai dengan kegiatan 
usaha jasa pasca panen



4 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan

ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output,

baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan

usaha untuk memberikan keseragaman konsep,

definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam

perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di

Indonesia.

KBLI dikeluarkan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) merujuk kepada

International Standard Industrial

Classification of All Economic Activities

(ISIC) yang diterbitkan oleh United

Nations of Statistical Division (UNSD). Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 

Tentang Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI)

Contoh KBLI

• 03110 – Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di

Laut;

• 03120 – Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di

Perairan Air Tawar;

• 03211 – Pembudidayaan Ikan Bersirip (Selain Ikan

Hias) dan Biota Air Laut Lainnya yang Tidak

Dilindungi;

• 03221 – Pembudidayaan Ikan Bersirip (Selain Ikan

Hias) dan Biota Air Tawar Lainnya yang Tidak

Dilindungi;

• 03234 – Pengembangbiakan Biota Air Payau yang

Dilindungi;

• 03300 – Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan dan

Pembudidayaan Ikan.

• KBLI 2025 berlaku sejak tanggal Peraturan

Badan ini diundangkan (17 Desember 2025);

• Penyesuaian implementasi KBLI 2025 pada

sistem OSS paling lama 6 (enam) bulan sejak

Peraturan Badan ini diundangkan.



KBLI sebagai Kode Referensi Sensus Ekonomi dan Perizinan Berusah Berbasis Risiko

PIPM
PIPM

PIPM
PIPM

PIPM
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UU No. 16/1997
tentang Statistik

Mandat kepada
BPS

Pengembangan 
Sistem Statistik 

Nasional

Konsep taksonomi
yang comparable
dan updateable

Pasal 17 ayat (2) Maksud dan tujuan penyusunan KBLI
▪ analisis ekonomi, pengambilan 

keputusan dan pembuatan 
kebijakan

▪ penentuan bidang usaha yang
tercantum pada Sistem OSS

Dalam rangka mewujudkan dan 
mengembangkan Sistem Statistik Nasional, 
Badan bekerja sama dengan instansi 
pemerintah dan masyarakat untuk 
membangun pembakuan konsep, definisi, 
klasifikasi dan ukuran-ukuran.

1 2 3 4

Kategori, menunjukkan garis
pokok penggolongan aktivitas
ekonomi. Penggolongan ini
diberi kode satu digit kode
alfabet. Dalam KBLI2020,
seluruh aktivitas ekonomi di 
Indonesia digolongkan 
menjadi 21 kategori, dari A 
sampai dengan U

Golongan Pokok,
merupakan uraian lebih
lanjut dari kategori. Setiap
kategori diuraikan menjadi
satu atau beberapa 
golongan pokok menurut 
sifat masing-masing 
golongan pokok. Setiap 
golongan pokok diberi kode 
dua digit angka

Subgolongan, merupakan uraian 
lebih lanjut dari aktivitas ekonomi 
yang tercakup dalam suatu 
golongan. Kode subgolongan 
terdiri dari empat digit, yaitu kode
tiga digit angka pertama
menunjukkan golongan yang
berkaitan, dan satu digit angka
terakhir menunjukkan aktivitas

Konsep taksonomi
KBLI mengacu pada ISIC
(International Standard for 
Industrial Classification) agar 
dapat dibandingkan secara 
regional / internasional

ALFABET
2 DIGIT

Golongan, merupakan uraian 
lebih lanjut dari golongan 
pokok. Kode golongan terdiri 
dari tiga digit angka, yaitu dua 
digit angka pertama 
menunjukkan golongan pokok 
yang berkaitan, dan satu digit 
angka terakhir menunjukkan 
aktivitas ekonomi dari setiap 
golongan yang bersangkutan. 
Setiap golongan pokok dapat 
diuraikan menjadi sebanyak-
banyaknya sembilan golongan

3 DIGIT

ekonomi dari subgolongan 
bersangkutan. Setiap golongan 
dapat diuraikan lebih lanjut 
menjadi sebanyak-banyaknya 
sembilan subgolongan

4 DIGIT

5

Kelompok, dimaksudkan untuk 
memilah lebih lanjut kegiatan 
yang dicakup dalam suatu 
subgolongan menjadi beberapa 
kegiatan yang lebih homogen 
menurut kriteria tertentu. Setiap 
subgolongan dapat diuraikan 
lebih lanjut menjadi sebanyak-
banyaknya sembilan kelompok.

5 DIGIT

By : Paparan BPS, 2025



Cakupan dan Jenis Penyempurnaan KBLI
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PIPM

PIPM

PIPM

Cakupan Perubahan

❑ Memasukkan informasi lapangan
usaha baru.

❑ Mengevaluasi lapangan usaha yang 

sudah ada.

❑ Membuat suatu acuan lapangan 

usaha yang lebih komprehensif, 

terperinci dan lengkap.

❑ Menangkap isu perubahan yang ada di 

draft ISIC versi 5.

Jenis-Jenis Perubahan

13

❑ Penambahan Kode Baru: Pemecahan maupun

penggabungan kode ( subgolongan atau kelompok).

❑ Perubahan Judul: Perbaikan kata dalam judul, 

nomenklatur, untuk memperjelas cakupan 

kegiatan yang dimaksud.

❑ Perubahan Deskripsi: Perbaikan deskripsi, 

nomenklatur, penambahan contoh, dan sejenisnya 

untuk memperjelas cakupan deskripsi yang 

dimaksud

❑ Pemindahan Kode: Pemindahan kode suatu 

kegiatan dari suatu subgolongan ke subgolongan 

lain.

❑ Recoding: Pengkodean kembali dalam satu 

subgolongan karena struktur dalam subgolongan 

tersebut berubah. Judul, deskripsi dan cakupan 

kode yang dilakukan recoding tidak berubah.



KBLI 2020 versus KBLI 2025
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5 LKU DAN LKPM



LAPORAN KEGIATAN USAHA (LKU)

1.LKU merupakan salah satu kewajiban pada pemenuhan persyaratan khusus perizinan berusaha yang harus 

disampaikan secara berkala. 

2.Laporan tersebut berfungsi untuk memantau perkembangan usaha, serta sebagai bentuk tanggung jawab 

dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. 

3.LKU akan menjadi bahan Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan inspeksi rutin

https://bit.ly/LKU-Pengolah-PemasarLink Pelaporan Kegiatan 

Usaha (LKU)



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

What?
• Realisasi penanaman modal
• Realisasi penyerapan tenaga kerja
• Realisasi produksi barang/jasa
• Kewajiban perusahaan

Modal Usaha

Rp 1 – 5 miliar

Rp 5 – 10 miliar

> Rp 10 miliar

Skala Usaha

Usaha Kecil

Usaha Menengah

Usaha Besar

Who?

Periode Pelaporan*

Semester 1

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

1 – 10 April 1 -10 Juli 1 – 10 Oktober 1 – 10 Januari

Semester 2

When?

Tahapan 
Pelaporan

Tidak ada

TAHAP 
KONSTRUKSI 

TAHAP PRODUKSI

LKPM UMK

LKPM Non UMK

Jenis LKPM

How?

PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

1.LKPM dengan status “perlu perbaikan“ dapat diperbaiki selama  
periode pelaporan;

2.Pelaku Usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan 
LKPM ketika LKPM telah disetujui;

3.Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar 
dan Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas;

4.Pelaku  Usaha  dengan  KBLI  single  purpose tidak  diizinkan  
memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI;

5.Pelaku Usaha  (PMA) wajib merealisasikan  nilai minimum  investasi
sebesar Rp. 10 Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021);

6.Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam 
waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)



TERIMA KASIH
© TIM PERIJINAN DAN PENDAMPINGAN INVESTASI / 2 0 2 6
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